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BUPATI REM BANC

bahwa Anggaran F "‘ndaparan dan Belanja Daerah Kabuputen
Rembang Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerzh sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999, A

Undang-undang Nomor |3 '_i"ahim 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tenuah

Undang—und'm" Nomor, 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

an Bangunan (L embaran Negara Nomor 68 Tahun 1985,
Tambahan Lembaran Nomor 3312) sebagaiinana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambalian
Lembaran Negara Nomor 3569)

Undang-undang Nomor 18 T’ihun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685):

Undang-undang Nomor 21 Tahu_h 1997 tentang Bea Perolehan

“Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembazran Negara Tahun 1997 ~

e
-l
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Nomor 44, Tambahan |enbaran Negara Nomor 3688
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacraly (Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 1999
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839y
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahein 1975 tentang Penguresan
Pertanggungiawaban dan Pengawasan Kevangan Daerals
(f.embaran Newara Nomor 5 Tuhun 1675

Peratran Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 teniang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusonen
Perhitungan Anggaran Pendanatan -dan Belanja Dacrah
(Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1973);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak
Daersh (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomer 54, Tambahan
L.embaran Negara Nomor 3691);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun- 997 tentang Retribusi
‘Daerah (Lembaraq Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3692);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693
Kepmusa’n_ PrtesAiden:_R;:p‘ubl'ik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-
undangan dari Bentak Kancangan Undang-undang, Rancangan

-Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang
Contoh-contoh Cara Penyisunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pélaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor § Tahun 1978 tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Pelaksanaan Pengeloiaan Barang Milik Pemeriniah Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 985 tentang

Pengurusan Pendapatan Daerah Hasj! Pajak bumi dan
Bangunan;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentano
Pelaksanaan Anpgaran Pendapatan dan Belanja ()nca-;iil
sebagaimana telah diabal dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomaor 2 Tahun 1990;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S Tahun 1997 tenane
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kctmngu;\
dan Barang Daerah:

Keputusan Meatert Dalam Negeri Nomor §70-360 tangeal 28
Oktober 1981 wntang Progrim Pembinaan Anggaran Dacrah
dan Pengendalian Kredit Anggaran; .
Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang
Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tangeal
18 Scptember 1985 tentang Penyempurnaan Bentuek dan
Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 903-617 tanggal 13 September [988;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985
tentang Petunjuk Pengeloiaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak
Bumi dan Bangunan; -

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal |1
April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor {10 Tahun 1998
tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah:

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 01 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

‘Surat Menieri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor :

903/2735/8) tanggal 17 Nc¢pember 2000 Perihal Pedoman
Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001:

Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2001.
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Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAT KABUPATE N AN
MEMUTUSKAN
Menctaphan : PERATURAN DAERAH KABUPATT N REMBANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BT ANIA DAL RAL
TAHUN ANGGARAN 2001
Pasal 1
Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angearan 2001 sejumluh Rp.
171 637 398 000,00 (erdiri dari - -
a. PENDAPATAN :

Pendapatan .o Rp. 171.637.498.000.00

b. BELANJA:
I T O Rp. 13 .200 669.000.00
= Pembangunan ... Rp.  39.366.829 40000

Rp. 171.657.498.000.00

Pasai2
Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari : ,
a. Pendapatan ... Rp.  4.781.728.000.00
b, Belania oo Rp.  4.781.728.000.00
Pasal 3

(1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja tersebut pada Pasal 1. sebagaimana
Lampiran | Peraturan Daerah ini.

(2} Pergeseran Pasal- ~pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang
berlaku. sebagaimana Lampiran 11 Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian lebih lanjut avat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Perawran Dacrah

i :

a. Lampiran Il : Pendapatan

b. Lampiran IV : Kegiatan Belanja Rutin
¢ LampiranV  : Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana [ ampiran VI dan
VI Peraturan Daerah ini. }
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Pasal 5§
Lampiran-bunpiran teesebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini,
Pasal 6
Peraturan Dacral ind berlaku mulai avwal tahun anggacan
Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahikan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kubupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 31 Jaadari 2001

RUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2 Pebruari 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

1?4. NOERANTOQ, SH
Pembina Utama Muda
HIP. 300 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001 NOMOR 4



